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MENTERi KESEHATAI~ 
;:r;;?l,.!BUK INOONES!A 

PERA TU RAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1799/MENKES/PER/Xll/2010 

TENT ANG 

INDUSTRI FARMASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang lndustri Farmasi yang 

Mengingat 

komprehensif sangat diperlukan dalam mengantisipasi 
penerapan perdagangan internasional di bidang farmasi; 

b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
245/Menkes/SK/X/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pelaksanaan Pemberian lzin Usaha lndustri Farmasi sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kesehatan tentang lndustri Farmasi; 

1. Ordonansi Obat Keras (Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3274); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3671); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3821); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 












































































